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Pelaihari, Juni 2023
Kepada Yth :

Seluruh ASN dan Non-ASN
Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat
SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.6.4/24{/BAPENDA/2023

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Dilarang keras untuk terlibat dalam bentuk apapun perihal pemakaian dan peredaran gelap
narkotika.

2. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai Undang Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bersama-sama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan wajib melaporkan kepada
Kepala Badan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680916 199010 1 001
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KOMITMEN BERSAMA
ANTI NARKOTIKA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada seluruh
karyawan/karyawati lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai
berikut :

1. Melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkup Badan Pendapatan daerah
Kabupaten Tanah Laut..

2. Tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan
Zat Adiktif lainnya.

3. Berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika di lingkup Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut..

4. Bersedia secara sukarela untuk dilakukan pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan setiap
saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Komitmen Bersama Anti
Narkotika ini, maka kami bersedia menerima sanksi administrasi maupun hokum sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.H.R I,ﬁmanto, M.Si
nl ma«u{ama Muda (IV/c)




